
2. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan

PDLN di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran dan

ketertiban pelaksanaan PDLNsecara optimal, efektif, dan efisien.

3. Surat Edaran ini melingkupi pelaksanaan kegiatan PDLNyang dilaksanakan

baik oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun pihak lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah.

4. Surat Edaran ini didasarkan pada:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Demimendukung tertib administrasi dan pelaksanaan perjalanan dinas luar

negeri di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penataan dengan menetapkan Surat

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)di

lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

TATACARAPELAKSANAANPERJALANANDINASLUARNEGERI

DI LINGKUNGANKEMENTERIANPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADAN

REFORMASIBIROKRASI

TENTANG

NOMOR 2. TAHUN2022

SURATEDARAN

di
Tempat

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan TinggiMadya;
2. Para Staf Khusus Menteri;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna;
4. Para Pejabat Administrator;
5. Para Pejabat Pengawas;
6. Para Pejabat Fungsional; dan
7. Para Pejabat Pelaksana.
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MENTERI
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7. Pengaturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

8. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melaksanakan perjalanan
dinas luar negeri wajib berpedoman pada Surat Edaran ini;

9. Para pimpinan unit kerja terkait bertanggung jawab untuk melakukan

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Surat
Edaran ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya.

a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan dan persyaratan;
c. Penetapan waktu;

d. Persyaratan dokumen;

e. mekanisme pengadministrasian;

f. Pelaporan;
g. Pembiayaan; dan
h. Ketentuan lain.

b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar

Negeri;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata

Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri;

d. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor

Diplomatik dan Paspor Dinas;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

5. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip

sebagai beriku t:

a. Selektif dan terbatas;

b. Memprioritaskan pelaksanaan tugas di dalam negeri;

c. Mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan

pencapaian kinerja Kementerian;

d. Mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;

e. Transparan dan akuntabel;

6. Surat Edaran ini berisi tentang tata cara pelaksanaan PDLNyang memuat

pengaturan mengenai:
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MENTER!

PENDAYAGUNAANAPARATUR

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari .2.0.2.).

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Demikian, agar Surat Edaran ini agar dapat menjadi pedoman dalam

pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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A. Ketentuan Umum

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLNadalah

perjalanan yang dilakukan ke luar wilayah Republik Indonesia termasuk

perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan

dinasjnegara atas biaya negara (APBN), danjatau mitra luar

negerij dalam negeri.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang

selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi.

4. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah

pejabat yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian.

5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat

Negara yang ditentukan oleh undang-undang.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
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yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Pejabat Pimpinan TinggiMadya adalah Pejabat Pimpinan TinggiMadya

di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Sekretaris Kementerian, Deputi,

dan Star AhliMenteri.

9. Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat berdasarkan peraturan

perundang-undangan selain Pejabat Negara.

10. Pihak Lain adalah orang selain Menteri, PNS,PPPK,dan Pejabat Lainnya

yang melakukan PDLNantara lain keluarga inti dan pengikut.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah

pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

anggaran pada Kementerian.

12. Mitra Dalam Negeri adalah instansi pemerintah, lembaga pendidikan

negeri, Badan Usaha MilikNegara (BUMN),Badan Usaha MilikDaerah

(BUMD),badan usaha milik swasta, dan yayasan, lembaga, atau

perseorangan yang berbadan hukum darr/atau berdomisili di Indonesia

yang menyediakan dukungan dana untuk pelaksanaan PDLN.

13. Mitra Luar Negeri adalah pemerintah negara asing, organisasi

internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi

regional, organisasi swasta internasional, lembaga donor, lembaga

pendidikan, dan perseorangan yang berbadan hukum danlatau
berdomisili di luar negeri yang menyediakan dukungan dana untuk

melaksanakan PDLN.

14. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeriyang selanjutnya disebut

Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler

Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan

kepentingan bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara

keseluruhan di Negara penerima atau pada organisasi internasional.

15. Surat Persetujuan Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian

Sekretariat Negara yang selanjutnya disingkat SP Setneg adalah surat

pemberian izin dari Pemerintah untuk melaksanakan PDLN yang
ditandatangani oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan

Kementerian Sekretariat Negara.

16. Surat Tanggapan Perwakilan Diplomatik/ Perwakilan Konsuler Republik

Indonesia di Luar Negeri yang selanju tnya disebu t Surat Tanggapan

KBRI/KJRI adalah surat yang dikeluarkan oleh Perwakilan diplomatik

atau Perwakilan konsuler Republik Indonesia tentang pemberitahuan

kesediaan negara yang dituju untuk menerima kunjungan pejabat

darr/atau pegawai Kementerian yang akan melakukan PDLN.
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17. Kerangka Acuan Kerja PDLNyang selanjutnya disebut KAKadalah

dokumen perencanaan PDLNyang memuat informasi tentang maksud,

tujuan, sasaran, indikator kinerja, target kinerja, keluaran, aktivitas,

kurun waktu aktivitas yang dilakukan, dan jumlah anggaran yang

dibutuhkan untuk melaksanakan PDLN.

18. Rencana Anggaran Biaya PDLNyang selanjutnya disebut RABadalah

perhitungan perkiraan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan PDLN.

19. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat penugasan

perjalanan dinas luar negeri yang diterbitkan dan ditandatangani oleh

Sekretaris Kementerian.

20. Tempat Bertolak di Dalam Negeriadalah kota tertentu dimana dilakukan

pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen PDLNsebelum

meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

21. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat

melaksanakan kegiatan di luar negeri.

22. Tempat Kedatangan di Dalam Negeriadalah kota di dalam negeri tempat

kedatangan dari luar negeri.

23. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang kepada PNSuntuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi atau yang setara di luar negeri, dan diberhentikan dari tugas

jabatannya.

24. Paspor Diplomatik adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian

Luar Negeridan diberikan kepada pejabat negara dalam hal ini Menteri

dan isteri atau suami untuk melakukan perjalanan diplomatik.

25. Paspor Dinas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar

Negeri dan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang akan

melakukan PDLN dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat

diplomatik.

26. Izin Berangkat ke Luar Negeri (Exit Permit) adalah izin yang diberikan

kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia

yang akan melakukan PDLNyang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri

atau pejabat yang ditunjuk.

27. Rekomendasi Visa adalah surat rekomendasi yang diberikan oleh

Kementerian Luar Negeri atas permintaan instan si terkait untuk

disampaikan kepada perwakilan negara asing tertentu guna

mendapatkan visa dari negara yang dituju.

28. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam

suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh

perwakilan negara tertentu.
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b. rencana waktu pelaksanaan PDLN;
c. nama kegiatan;

a. nomor;

B. Perencanaan PDLN

1. Unit kerja wajib menyusun usulan rencana PDLN,untuk disampaikan

kepada Sekretaris Kementerian dan ditembuskan kepada unit kerja

yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN, paling lambat bulan

Desember sebelum tahun berjalan.

2. Dalam penyusunan rencana PDLN dan untuk mengantisipasi

pelaksanaan PDLNyang tumpang tindih atau rangkap maka setiap unit

kerja diwajibkan saling berkoordinasi dengan unit kerja lainnya terkait

perencanaan PDLN.

3. Hasil koordinasi terkait perencanaan PDLN sebagaimana dimaksud

pada angka 2 diatas, disampaikan kepada Unit kerja yang

melaksanakan fungsi administrasi PDLN.

4. Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLNmengunggah

daftar rencana tersebut melalui aplikasi Simitra.

5. Dalamhal PDLNdilaksanakan di luar daftar rencana PDLNKementerian

sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, permohonan PDLNdiajukan
kepada Menteri; dan

b. bagi Pejabat Lain, permohonan PDLNdiajukan kepada Sekretaris
Kementerian.

6. Usulan rencana PDLNdibuat dalam bentuk matrik, yang memuat:

29. Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian

Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMPELSetneg

adalah sistem informasi layanan perjalanan dinas luar negeri yang

dimilikioleh Kementerian Sekretariat Negara.

30. AplikasiSistem Informasi Kemitraan Strategis yang selanjutnya disebut

Aplikasi Simitra adalah sistem informasi layanan kerja sarna dan PDLN

yang dikelola oleh Kementerian.

31. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempabumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan,

dan tanah longsor.

32. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan

teror.
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2) dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian;

3) melampirkan kerangka acuan kerja terkait pertemuan bilateral,

regional, dan multilateral; dan

4) melampirkan surat tanggapan/rekomendasi dari KBRI/KJRI

terkait rencana pertemuan bilateral, regional, dan multilateral.

c. Delegasi Kementerian ditentukan sebagai berikut:

1) memiliki bidang tugas dan fungsi, kompetensi, dan keterkaitan

dengan substansi yang akan dibahas;

2) kepatutan dalam perimbangan delegasi dari negara peserta

lainnya dengan tetap mengutamakan skala prioritas;

3) melampirkan daftar anggota tim dan uraian tugas masing­

masing; dan

4) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya hams mendapatkan
persetujuan dari Menteri.

d. Delegasi Kementerian mempunyai tugas:

1) menyusun Pedoman Delegasi;

sama;

c. Pelaksanaan dan Persyaratan PDLN

1. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan PDLNdilaksanakan untuk kegiatan:

1) pertemuan bilateral, regional, dan multilateral;

2) seminar /Iokakarya/ workshop / simposium/konferensi;

3) pamerarr/ expo;

4) tugas belajar;

5) pelatihan;

6) studi banding/ studi komparatif;

7) penandatanganan perjanjian internasional;

8) penugasan dalam rangka evaluasi;

9) penugasan sebagai narasumber; dan

10) penugasan khusus untuk keadaan mendesak atas perintah

Menteri.

b. PDLNuntuk kegiatan pertemuan bilateral, regional, dan multilateral,

dilaksanakan dengan ketentuan:

1) dalam rangka penjajakan, peningkatan, dan pelaksanaan kerja

d. nama pelaksana atau delegasi PDLN;

e. nama negara tujuan;

f. perkiraan anggaran pelaksanaan PDLN;dan

g. keterangan lain yang terkait dengan pelaksanaan PDLN.

7. Formulir usulan daftar rencana PDLN sebagaimana dimaksud pada

angka 4 tercantum dalam Lampiran.
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2) merundingkan dan memperjuangkan kepentingan nasional; dan

3) melaporkan hasil perundingan kepada Menteri.

e. Delegasi Kementerian pada ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

danZatau penugasan.

f. PDLN untuk kegiatan seminar/lokakaryajworkshopj
simposium/konferensi, dilaksanakan dengan ketentuan:

1) substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan

kompetensinya;

2) melampirkan undangan;

3) melarnpirkan daftar anggota untuk kegiatan yang dihadiri lebih

dari satu orang; dan

4) pembiayaan dapat menggunakan anggaran APBN, pihak

penyelenggara atau pihak donor.

g. PDLN untuk kegiatan pameranjexpo, dilaksanakan dengan .

ketentuan:

1) substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan

kompetensinya;

2) melampirkan undangan pelaksanaan pameranjexpo;

3) melampirkan daftar anggota tim dan uraian tugas masing­

masing; dan

4) dalarn hal diperlukan, peserta pameranjexpo dapat ditambah

dengan tenaga ahli atau pihak lain yang mempunyai kompetensi

untuk mendukung pameranj expo tersebut dengan persetujuan

Pejabat Pimpinan TinggiMadya terkait.

h. PDLNuntuk kegiatan tugas belajar, dilaksanakan dengan ketentuan:

1) tersedia alokasi sumber pembiayaan selama tugas belajar yang

berasal dari LembagaDonor Dalam Negeri,atau Lembaga Donor

Luar Negeri;

2) konfirmasi dari lembagajperguruan tinggi yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan

tugas belajar di lembagajperguruan tinggi tersebut;

3) mendapatkan rekomendasi dari unit kerja yang melaksanakan

fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan

4} ditetapkan dengan surat tugas Sekretaris Kementerian.

i. Dalam hal terjadi perpanjangan masa tugas belajar yang berakibat

pada pengurusan adminaistrasi perizinan luar negeri, harus

dilaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi
PDLN,dengan melampirkan:

1) surat dari lembagajperguruan tinggi yang menyatakan bahwa

penambahan masa tugas belajar perlu diberikan;
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1. PDLN untuk kegiatan studi banding (studi tiru), dilaksanakan

dengan ketentuan:

1) substansi studi banding harus terkait dengan bidang tugas,

fungsi, dan kompetensinya;

2) menyampaikan kerangka acuan kerja terkait dengan studi

banding yang akan dilaksanakan;

3) melampirkan surat tanggaparr/rekomendasi dari KBRI/KJRI

terkait kesediaan negara tujuan menerima pelaksanaan studi
banding; dan

4) melampirkan daftar anggota tim studi banding.

m. PDLN untuk kegiatan penandatanganan perjanjian intemasional,

dilaksanakan dengan ketentuan:

1) dalam rangka perikatan perjanjian kerja sarna bilateral, regional,
dan multilateral;

2) melampirkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;

2) surat perjanjian dengan sponsor/Iembaga donor, yang

menyatakan bahwa perpanjangan tugas belajar ditanggung oleh

sponsor /Iembaga donor;

3) surat persetujuan PDLN dari Kementerian Sekretariat Negara

yang telah diterbitkan sebelumnya;

4) rekomendasi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi

pembinaan sumber daya manusia aparatur;

5) surat tugas yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian tentang

perpanjangan masa tugas belajar; dan

6) laporan perkembangan tugas belajar.

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai PDLNdalam rangka tugas belajar,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang tugas belajar bagi PNSdi lingkungan Kementerian.

k. PDLNuntuk kegiatan pelatihan, dilaksanakan dengan ketentuan:

1) substansi pelatihan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan

kompetensinya;

2) tercantum dalam rencana kebutuhan pengembangan

kompetensi;

3) mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit kerja yang

melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia;

4) melampirkan daftar peserta untuk pelatihan yang diikuti lebih

dari satu orang; dan

5) diutamakan untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak

penyelenggara atau pihak donor.
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D. Persyaratan

1. Persyaratan umum PDLNPejabat Negara, Pejabat Lain, ASN,atau Pihak

Lainyang ditugaskan oleh Kementerian, meliputi:

3) melampirkan konsep [mal perjanjian internasional yang akan

ditandatangani;

4) dilaksanakan oleh DelegasiKementerian; dan

5) Delegasi Kementerian dipimpin oleh Menteri.

n. DelegasiKementerian sebagaimana dimaksud pada hurufm angka 4)

ditentukan sebagai berikut:

1) memiliki bidang tugas dan fungsi, kompetensi, dan keterkaitan

dengan substansi yang akan ditandatangani;

2) kepatutan dalam perimbangan delegasi dari negara yang akan

melakukan penandatanganan perjanjian dengan tetap

mengutamakan skala prioritas; dan

3) bagi Pejabat Pimpinan TinggiMadya ditentukan oleh Menteri.

o. DelegasiKementerian sebagaimana dimaksud pada hurufm angka 4)

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan darr/atau penugasan.

p. PDLN untuk kegiatan penugasan dalam rangka evaluasi,

dilaksanakan dengan ketentuan:

1) substansi evaluasi harus terkait dengan bidang tugas, fungsi,

dan kompetensinya;

2) menyampaikan kerangka acuan kerja terkait dengan evaluasi

yang akan dilaksanakan;

3) melampirkan surat tanggapan/rekomendasi dari KBRI/KJRI

terkait kesediaan dilakukannya evaluasi;

4) melampirkan daftar anggota tim evaluasi dan uraian tugas

masing-masing; dan

5) Pelaksanaan PDLNdalam rangka evaluasi dilaksanakan sesuai

perencanaan.

q. PDLNuntuk kegiatan penugasan sebagai narasumber, dilaksanakan
dengan ketentuan:

1) memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan;

2) substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan

kompetensinya;

3) melampirkan undangan sebagai narasumber; dan

4) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus mendapat
persetujuan dari Menteri.

r. PDLNdalam rangka penugasan khusus yang dilakukan atas perintah

Menteri, dilaksanakan berdasarkan penugasan langsung dari

Menteri yang diberikan melalui disposisi.
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a. masuk dalam daftar rencana PDLN Kementerian atau telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri atau Sekretaris Kementerian;

b. terdapat permintaan Zundangan dari Kementeriarr/Lembaga atau

negara/Iernbaga internasional/organisasi internasional/

penyelenggara kegiatan;

c. mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja;

d. tersedia alokasi sumber pembiayaan yang berasal dari Kementerian,

dan/ atau mitra dalam negeri/Iuar negeri; dan

e. memperoleh disposisi atau penugasan dari Menteri apabila

pelaksanaan PDLNdilaksanakan dalam rangka penugasan khusus

Menteri.

2. Pelaksanaan PDLN harus mendapat persetujuan tertulis, dengan

ketentuan:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang akan melakukan PDLNharus

terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri;

b. Pejabat Lain dan Pihak Lain yang akan melakukan PDLN harus

terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pimpinan

TinggiMadyadi setiap unit kerjanya dan Sekretaris Kementerian; dan

c. Pelaksanaan PDLN yang dibiayai dari APBN harus mendapatkan

persetujuan dari KPA.

3. Pelaksanaan PDLNpaling banyak dilakukan 5 (lima) orang termasuk

pimpinan delegasi (rombongan);

4. Pelaksanaan PDLNyang terdiri atas rombongan dapat dilakukan lebih

dari 5 (lima)orang dalam hal:

a. mengikuti pelatihan yang pesertanya berupa tim;

b. mengikuti pertemuan bilateral, regional, dan multilateral;

c. mengikuti penandatanganan peIjanjian intemasional; dan

d. mengikuti pamerarr/expo.

o. PDLN,tidak dapat dilakukan apabila:

a. terjadi bencana alam dan non-alam;

b. terjadi bencana sosial;

c. terdapat situasi yang tidak kondusif di negara tujuan yang

membahayakan keamanan dan keselamatan pelaksanaan PDLN;dan
d. terdapat tugas di dalam negeri yang harus dilaksanakan oleh

pelaksana PDLN yang sangat mendesak dan membutuhkan
penanganan sangat segera.

6. Persyaratan pengajuan PDLN,meliputi:

a. persyaratan pengajuan baru PDLN;

b. persyaratan pengajuan perubaharr/ralat PDLN;
c. persyaratan pengajuan pembatalan PDLN;dan
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d. persyaratan pengajuan paspor dinas, exit permit, rekomendasi visa

dan Zatau amandemen paspor dinas.

7. Persyaratan Pengajuan baru PDLN,meliputi:

a. Surat permohonan izin melaksanakan PDLNkepada Menteri atau

Sekretaris Kementerian, yang memuat:

1) nama, jabatan, dan nomor induk pegawaipeserta PDLNdan/ atau

delegasi yang akan berangkat;

2) maksud dan tujuan;

3) waktu pelaksanaan;

4) nama kota dan negara tujuan;

5) agenda kegiatan; dan

6) sumber dana.

b. Surat permohonan izin melaksanakan PDLNditembuskan kepada

unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN.

c. Kelengkapan surat permohonan izin melaksanakan PDLN, terdiri

dari:

1) Surat undangan baik dari mitra dalam negeri maupun mitra luar

negeri yang memuat:

a) nama pelaksana PDLN,jabatan darr/atau unit kerja yang

diundang;

b) nama program/ kegiatan yang diselenggarakan;

c) waktu pelaksanaan;

d) negara tujuan;

e) sumber pendanaan; dan

f) agenda kegiatan.

2) KAKkegiatan PDLN,dibuat sesuai format yang telah ditentukan,

sebagaimana tercantum dalam lampiran;

3) STyang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian;

4) RABpelaksanaan PDLN;

5) Agenda pelaksanaan PDLN;

6) Surat tanggapan KBRI/KJRInegara tujuan; dan

7) Paspor dinas yang masih berlaku.

d. Surat permohonan izin melaksanakan PDLN untuk pelaksanaan
PDLNdalam rangka tugas belajar, ditambahkan dengan:

1) letter of acceptance;
2) guarantee letter/surat keterangan beasiswa;

3) perjanjian yang terkait dengan tugas belajar; dan

4) daftar riwayat hidup/ Curriculum. Vitae.
8. Persyaratan pengajuan perubahanj'ralat PDLN,meliputi:
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kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN;

c. Penyampaian surat permohonan izin melaksanakan PDLNdengan

melampirkan:

1) SP Setneg awal;

2) Agenda kegiatan terbaru;

3) KAKterbaru kegiatan PDLNyang akan dilaksanakan;

4) RABterbaru pelaksanaan PDLN;

5) STterbaru yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian; dan

6) Surat tanggapan terbaru dari KBRI/KJRInegara tujuan.

9. Persyaratan Pengajuan pembatalan PDLN,meliputi:

a. Surat permohonan pembatalan PDLN yang ditujukan kepada

Sekretaris Kementerian dengan menyebutkan alasan pembatalan;

b. Surat permohonan pembatalan PDLNditembuskan kepada unit kerja

yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN;

c. Penyampaian surat permohonan pembatalan PDLN dengan

melampirkan:

1) SP Setneg awal;

2) agenda kegiatan awa1;

3) KAKkegiatan PDLNyang dilaksanakan;

4) RABpelaksanaan PDLN;

5) STyang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian; dan

6) surat tanggapan KBRI/KJRInegara yang dituju.

10. Persyaratan pengajuan paspor dinas, exit permit, darr/atau
rekomendasi visa dengan ketentuan:

a. pengajuan paspor dinas diperuntukkan bagi pelaksana PDLNyang

belum memilik paspor dinas dan pemilik paspor dinas yang masa

berlakunya telah berakhir;

b. pengajuan exit permit bersamaan dengan pengajuan paspor dinas;

c. pengajuan rekomendasi visa yang diperuntukkan bagi pelaksana

PDLNyang akan melakukan PDLNke negara yang membutuhkan
visa.

11. Kelengkapan persyaratan pengajuan paspor dinas, exit permit,

danj'atau rekomendasi visa, melampirkan:

a. salinan SP Setneg;

b. salinan kartu pegawai;

c. salinan surat keputusan (SK)jabatan terakhir;

d. salinan kartu tanda penduduk;

alasanmenyebutkandenganSekretaris Kementerian

perubaharr/ ralat.

b. Surat permohonan perubaharr/ralat PDLNditembuskan kepada unit

a. Surat permohonan perubaharr/ralat PDLNyang ditujukan kepada
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E. Penetapan Waktu (Jangka Waktu Pelaksanaan PDLN)

1. PDLNdilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
dengan memperhatikan 2 (dua) aspek, yaitu durasi perjalanan dan
waktu pelaksanaan tugas.

e. salinan kartu keluarga;

f. salinan akta kelahiran, atau surat pernyataan hilang/ tidak ada

sesuai dengan formulir yang tereantum dalam Lampiran;

g. salinan ijazah terakhir dalam hal salinan akta kelahiran hilang/tidak

ada (sebagaipelengkap suratpemyataan hilang/tidak ada);

h. pas foto terbaru dalam bentuk me digital, ulruran 4x6 em, berwarna,

ulruran wajah 80%, berlatar putih bersih, dengan ketentuan:

1) tidak berkaeamata, tidak tampak gigi, dan tidak mengenakan

aksesoris berlebih;

2) pria mengenakan pakaian sipillengkap (PSL)warna gelap dan

tidak memakai tutup kepala/kopiab./topi;

3) wanita mengenakan pakaian blazer warna gelap, dengan

keten tuan sebagai berilrut:

a) bagi yang berjilbab/kerudung: warna jilbab /kerudung harus

kontras dengan warna latar belakang;

b) bagi yang tidak berjilbab/kerudung: telinga terlihat dan

rambut tidak menutupi dahi,

12. Persyaratan pengajuan amandemen paspor dinas dilengkapi dengan

melampirkan surat pernyataan sesuai formulir sebagaimana tereantum

dalam Lampiran.

13. Persyaratan PDLNke negara berikut, diberikan dengan ketentuan:

a. Arab Saudi

1) menyertakan surat pengantar (covering letten dari KBRI/KJRIdi

Arab Saudi danj'atau calling visa dari Kementerian Luar Negeri

Arab Saudi;

2) nama orang yang akan berangkat harus terdiri dari tiga kata;

3) agenda aeara;

4) uraian tugas; dan

5) Itinerary atau bukti pemesanan tiket perjalanan.

b. Taiwan dan Israel

Dapat menggunakan biaya negara dengan pengurusan SP Setneg

dengan ketentuan:

1) Tidak dapat menggunakan paspor dinas;

2) Melampirkan surat rekomendasi melakukan PDLN ke negara

tersebut dari satuan kerja Kementerian Luar Negeri yang

menangani urusan keamanan diplomatik.
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F. Persyaratan Dokumen

1. Untuk melakukan PDLN, pelaksana PDLN harus memiliki dokumen

PDLN.

2. Dokumen PDLNterdiri atas:

a. SP Setneg;

b. Paspor (paspor diplomatik atau paspor dinas);

c. exit permit; dan

d. visa (untuk tujuan negara yang tidak memiliki perjanjian bebas visa).

3. SP Setneg sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, diterbitkan
oleh Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan surat permohonan

persetujuan melakukan PDLNdari Kementerian.

4. SP Setneg sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, digunakan
sebagai:

a. Dasar legalitas penugasan;

h. Syarat pengurusan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa
dinas;

2. Jangka Waktu PDLNberlalru hanya untuk PDLNatas prakarsa unit

kerja.

3. PDLNatas inisiasi sendiri dapat dilalrukan melebihi batas waktu yang

ditentukan dengan menyampaikan alasan kepentingannya.

4. Alasan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan

oleh unit kerja pada saat pengajuan usulan PDLN.

o. Waktu PDLNdikecualikan bagi:

a. PDLNdalam rangka tugas belajar; dan

h. PDLNdalam rangka memenuhi undangan.

6. Waktu PDLNsebagaimana dimaksud pada angka 5 mengikuti waktu

yang ditentukan dalam surat yang dikeluarkan oleh LembagajInstansij

negara pengundang.

7. Waktu perjalanan dihitung oleh PPKyang meliputi:

a. waktu yang digunakan oleh moda transportasi;

h. waktu transit (apabila ada); dan

c. waktu tempuh dari bandara/etasiurr/pelabuhan/ terminal bus di

dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri dan kembali ke tempat

bertolak di dalam negeri.

8. Waktu pelaksanaan tugas dihitung berdasarkan jumlah hari

melaksanakan kegiatan di luar negeri yang selanju tnya akan

dituangkan dalam SP Setneg.

9. Waktu perjalanan dan waktu pelaksanaan tugas, dituangkan dalam ST

yang dibuat sesuai format yang terdapat dalam aplikasi STdaring.
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G. Mekanisme Pengadministrasian

1. PDLN dapat dilakukan atas inisiatif Kementerian dan/ atau surat

undangan dari Mitra.

2. Surat undangan dari Mitra dibedakan menjadi:

a. surat undangan PDLN yang ditujukan kepada Menteri atau
Sekretaris Kementerian;

b. surat undangan yang ditujukan kepada unit kerja secara langsung.
3. Pengajuan usulan PDLN dari Kementerian kepada Kementerian

Sekretariat Negara, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (H-7)

sebelum pelaksanaan PDLN.

4. Khusus untuk pengajuan usulan PDLN Menteri, pengajuan dari

Kementerian kepada Presiden Republik Indonesia, dapat dilakukan

paling lambat 3 (tiga)hari kerja (H-3)sebelum pelaksanaan PDLN.

c. Dasar pemberian fasilitas pembayaran pajak penghasilan orang

pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (fiskal)dengan ketentuan

yang berlaku;

d. Kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan.

5. Surat permohonan persetujuan melakukan PDLNmeliputi:

a. Surat permohonan persetujuan melakukan PDLN Menteri,

ditandatangani olehMenteri dan ditujukan kepada Presiden Republik

Indonesia;

b. Surat permohonan persetujuan melakukan PDLN bagi Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang setara, ditandatangani

oleh Sekretaris Kementerian dan ditujukan kepada Sekretaris

Kementerian Sekretariat Negara; dan

c. Surat permohonan persetujuan melakukan PDLN bagi Pejabat

Pimpinan TinggiPratama, Pejabat Fungsional, Pejabat Administrasi,

Pejabat Pengawas, dan staf pelaksana ditandatangani oleh pimpinan

unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN yang

ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sarna Teknik Luar Negeri

Kementerian Sekretariat Negara.

6. Surat permohonan persetujuan pelaksanaan PDLN, hanya akan

diproses oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan,

koordinasi, dan administrasi kerja sarna luar negeri dan dalam negeri

setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

7. Ketentuan dokumen PDLN, dikecualikan bagi Pihak lain yang

memperoleh penugasan untuk melakukan PDLNdan telah mendapat

persetujuan dari Sekretaris Kementerian.

8. Exit Permit hanya diberikan untuk pemilik paspor diplomatik dan

paspor dinas serta melekat pada paspor diplomatik dan paspor dinas.
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5. Apabila pengajuan usulan PDLNdari Kementerian kurang dari batas

waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, maka pengajuan

usulan PDLN tersebut otomatis akan ditolak oleh sistem aplikasi

SIMPELKementerian Sekretariat Negara.

6. Untuk menghindari kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di

atas, maka pengajuan usulan PDLNdari unit kerja ditetapkan 3 (tiga)

minggu sebelum pelaksanaan PDLN.

7. Tahapan pengajuan usulan PDLN,meliputi:

a. pengajuan baru PDLN;

b. pengajuan perubahan ZralatPfrl.N;

c. pengajuan pembatalan PDLN;dan

d. pengajuan paspor dinas, exit permit, rekomendasi visa, dan/ atau

amandemen paspor dinas.

8. Tahapan pengajuan baru PDLN,meliputi:

a. Unit kerja menyampaikan nota dinas permohonan pemrosesan PDLN

melalui aplikasi SMART;

b. Unit kerja mengunggah nota dinas permohonan PDLN beserta

dokumen kelengkapan melalui aplikasi Simitra;

c. Dokumen kelengkapan harus sesuai dengan prinsip PDLN;

d. Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLNmelakukan

pengecekan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan prinsip

PDLN,jika sudah sesuai dan lengkap maka usulan dapat langsung

diproses, namun jika tidak sesuai dan/ atau kurang lengkap

dikembalikan untuk diperbaiki dan/ atau dilengkapi;

e. Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLNmenyiapkan

surat permohonan PDLNsebagai berikut:

1) Surat permohonan PDLNMenteri ditujukan kepada Presiden

Republik Indonesia;

2) Surat permohonan PDLN Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

dan

3) Surat permohonan PDLN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna,

Pejabat Fungsional, Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan

staf pelaksana ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sarna Teknik

Luar Negeri,Kementerian Sekretariat Negara.

f. Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

mengunggah surat permohonan PDLNberikut dokumen kelengkapan

ke aplikasi SIMPELSetneg;

g. Waktu pemrosesan di Kementerian Sekretariat Negara disesuaikan

dengan waktu yang telah ditetapkan di Kementerian Sekretariat
Negara;
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h. Setelah SP Setneg disetujui, unit kerja yang melaksanakan fungsi

administrasi PDLN mengunduh SP Setneg tersebut di aplikasi

SIMPEL Setneg kemudian mengunggah SP Setneg tersebut ke

aplikasi Simitra; dan

1. Unit kerja mengunduh SP Setneg pada aplikasi Simitra.

J. Tahapan pengajuan perubahanjralat PDLNmeliputi:

1) Unit kerja menyampaikan nota dinas permohonan ralat PDLN

melalui aplikasi SMART;

2) Unit kerja mengunggah nota dinas permohonan perubahanjralat

PDLNbeserta dokumen kelengkapan melalui aplikasi Simitra;

3) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

menyiapkan surat permohonan ralat SP Setneg dengan

ketentuan:

a) Surat permohonan ralat SP Setneg Menteri ditujukan kepada

Presiden Republik Indonesia;

b) Surat permohonan ralat SP Setneg Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat

Negara;

c) Surat permohonan ralat SP Setneg Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama ke bawah ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sarna

Teknik Luar Negeri,Kementerian Sekretariat Negara.

4) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

mengunggah surat permohonan ralat PDLNberikut dokumen

kelengkapan ke aplikasi SIMPELSetneg;

5) Waktu pemrosesan di Kementerian Sekretariat Negara

disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan di Kementerian

Sekretariat Negara;

6) Setelah SP Setneg ralat disetujui, unit kerja yang melaksanakan

fungsi administrasi PDLNmengunduh SP Setneg tersebut di

aplikasi SIMPEL Setneg kemudian mengunggah SP Setneg

tersebut ke aplikasi Simitra; dan

7) Unit kerja mengunduh SP Setneg ralat pada aplikasi Simitra.

k. Tahapan pengajuan pembatalan PDLNmeliputi:

1) Unit kerja menyarnpaikan nota dinas permohonan pembatalan

PDLNmelalui aplikasi SMART;

2) Unit kerja mengunggah nota dinas permohonan pembatalan

PDLNbeserta dokumen kelengkapan melalui aplikasi Simitra;

3) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

menyiapkan surat permohonan pembatalan SP Setneg yang
ditujukan kepada:

-16 -



a) Surat permohonan pembatalan SP Setneg Menteri ditujukan

kepada Presiden Republik Indonesia;

b) Surat permohonan pembatalan SP Setneg Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya ditujukan kepada Sekretaris Kementerian

Sekretariat Negara; dan

c) Surat perrnohonan pembatalan SP Setneg Pejabat Pimpinan

TinggiPratama ke bawah ditujukan kepada Kepala Biro Kerja

Sarna Teknik Luar Negeri,Kernenterian Sekretariat Negara.

4) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

mengunggah surat permohonan pernbatalan PDLN berikut

dokumen kelengkapan ke aplikasi SIMPELSetneg;

5) Waktu pemrosesan di Kementerian Sekretariat Negara

disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan di Kementerian

Sekretariat Negara; dan

6) Setelah SP Setneg pembatalan PDLNdisetujui, unit kerja yang

melaksanakan fungsi adrninistrasi PDLNmengunduh SP Setneg

tersebut di aplikasi SIMPELSetneg kemudian mengunggah SP

Setneg tersebut ke aplikasi Simitra; dan

7) Unit kerja rnengunduh SP Setneg pembatalan PDLNpada aplikasi

Simitra.

1. Tahapan pengajuan paspor dinas, exit permit, rekomendasi visa,

danj'atau amandemen paspor dinas dilakukan bersamaan dengan

pengajuan usulan baru PDLN,rneliputi:

1) Setelah SP Setneg PDLNdisetujui, unit kerja yang melaksanakan

fungsi administrasi PDLN,menyiapkan surat permohonan paspor

dinas, exit permit, rekomendasi visa, darr/atau amandemen

paspor dinas ke Kementerian Luar Negeri;

2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

mengunggah surat permohonan paspor dinas, exit permit,

rekomendasi visa, dan Zatau amandemen paspor dinas melalui

aplikasi Exit Permit Kementerian Luar Negeri;

3) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLNsetelah

mendapat notifikasi persetujuan paspor dinas, exit permit,

rekomendasi visa, darr/atau amandemen paspor dinas

menyampaikan informasi tersebut kepada pelaksana PDLN

untuk melakukan perekaman data biometrik, perekaman foto,

dan wawancara di Kementerian Luar Negeri, dengan membawa

dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf D Persyaratan,
angka 11;
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H. Pelaporan

1. Setelah selesai melakukan PDLN, Pejabat dan pegawai wajib

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PDLN, dengan ketentuan
sebagai berikut:

4} Pelaksanaan perekaman data biometrik, perekaman foto, dan

wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan

ketentuan:

a) mengenakan pakaian sipillengkap (PSL)warna gelap;

b) tidak mengenakan aksesoris berlebih dan tidak memakai

tutup kepalajkopiahjtopi;

c) tidak mengenakan kacamata; dan

d) bagi yang berjilbabjkerudung, agar mengenakan jilbab

berwarna kontras.

5) Perekaman data biometrik, perekaman foto, dan wawancara

sebagaimana dimaksud pada angka 4, diberlakukan hanya untuk

pemohon paspor dinas;

6) Waktu pemrosesan paspor dinas, exit permit, rekomendasi visa,

danj atau amandemen paspor dinas disesuaikan dengan waktu

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri;

7) Setelah selesai pemrosesan paspor dinas, exit permit,

rekomendasi visa, danj atau amandemen paspor dinas

sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, unit kerja yang

melaksanakan fungsi administrasi PDLN bertanggungjawab

untuk pengambilan paspor dinas, exit permit, rekomendasi visa,

danjatau amandemen paspor dinas;

8) Jika negara tujuan PDLNmemerlukan visa, maka pelaksanajunit

kerja pengusul PDLNmengisi dan mengajukan visa secara daring

dan menyampaikan hasil cetak aplikasinya ke unit kerja yang

melaksanakan fungsi administrasi PDLN untuk diproses

selanjutnya;

9) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

menyampaikan paspor dinas, hasil cetak aplikasi visa dan

dokumen pendukung ke perwakilan negara asing tujuan PDLN;

10) Waktu pemrosesan visa di perwakilan negara asing tujuan PDLN

disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perwakilan

negara asing tujuan PDLNtersebut; dan

11) Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN

menyampaikan paspor dinas, exit permit, danj atau visa kepada
pelaksana atau unit kerja pengusul PDLN.
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a. Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden dengan tembusan

kepada Menteri Sekretariat Negara;

b. Pejabat Pimpinan Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan laporan

kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian

Sekretariat Negara;

c. Pejabat Lain, pegawai, dan Pihak Lain menyampaikan laporan

kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan unit kerja yang

melaksanakan fungsi administrasi PDLNdan BiroKerja Sarna Teknik

Luar NegeriKementerian Sekretariat Negara.

2. Penyampaian laporan PDLNdilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak selesai dilaksanakannya PDLN.

3. Penyampaian laporan PDLNdilakukan dengan ketentuan:

a. Laporan PDLN dibuat sesuai format yang telah ditentukan,

sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 (lima) Surat Edaran

Menteri ini;

h. Format laporan PDLNdapat diunduh pada aplikasi Simitra;

c. Laporan PDLNdibuat di atas kertas kop Kementerian;

d. Laporan PDLNditandatangani oleh:

1) pelaksana PDLN atau pimpinan delegasi (rombongan)/tim

pelaksanaan PDLN;dan

2) penanggungjawab kegiatan unit kerja pelaksana PDLN.

e. Laporan PDLNyang telah ditandatangani diunggah ke dalam aplikasi

Simitra dalam versi pdf dan word dengan kapasitas 1500KB (seribu

lima ratus kilobyte).

4. Unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLNselanjutnya

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada

Kementerian Sekretariat Negara melalui aplikasi SIMPELSetneg.

5. Dalam hal Pelaksana PDLN tidak menyampaikan laporan PDLN

sebelumnya. maka Sekretaris Kementerian melalui unit kerja yang

melaksanakan fungsi administrasi PDLN akan mempertimbangkan

kembali usulan PDLNberikutnya.

6. Format laporan PDLNmemuat:

a. Pendahuluan: yang menjelaskan tentang dasar dan maksud
pelaksanaan PDLN;

b. Kegiatan yang dilaksanakan yang berisi: nama kegiatan, tanggal

kegiatan, tujuan kegiatan, dan materi kegiatan, yang menjelaskan:

1) Nama kegiatan dan tanggal kegiatan adalah penulisan nama dan

tanggal kegiatan harus sesuai dengan nama dan tanggal kegiatan
yang tercan tum dalam SP Setneg;

2) Tujuan kegiatan adalah penjelasan tentang tujuan dari
pelaksanaan PDLNtersebu t;
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J. Ketentuan Lain

1. Apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melaksanakan PDLN,maka

Sekretaris pada unit kerja jabatan tinggi madya yang bersangkutan

tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam PDLNdimaksud.

2. Sekretaris pada unit kerja jabatan tinggi madya dapat melaksanakan

PDLN bersama-sama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

bersangkutan, apabila Sekretaris unit kerja tersebut duduk sebagai

steering/ technical/ organizing committee pada organisasi yang

I. Pernbiayaan

1. Pembiayaan pelaksanaan PDLN dapat berasal dari APBN/APBD

danZatau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pernbiayaan dan pertanggungjawaban keuangan PDLNmengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara

pelaksanaan PDLNdan standar biaya masukan pada tahun berjalan.

3) Materi kegiatan adalah materi terkait pelaksanaan PDLN;

4) Hasilyang dicapai dan Tindak Lanjut, dengan penjelasan, sebagai

berikut:

a) Hasil yang dicapai adalah keterangan tentang hasil yang

diperoleh dan membawa manfaat bagi unit kerja dan

Kementerian setelah melakukan PDLN;

b) Tindak lanjut adalah keterangan tentang kegiatan apa yang

akan dilakukan dan bermanfaat bagi unit kerja dan

Kementerian setelah melakukan PDLN.

5) Pernbiayaan riil adalah biaya riil per orang yang menggunakan

APBN.baik yang dibiayai oleh Kementerian maupun oleh instansi

pemerintah lainnya dan dibuat dengan menggunakan mata uang

rupiah;

6) Simpulan adalah penjelasan singkat yang merupakan

rangkuman dari hasil pelaksanaan PDLN;

7) Saran adalah penjelasan tentang pendapat yang dapat dijadikan

bahan pertirnbangan;

8) Penutup terdiri dari Dampak yaitu berisikan informasi mengenai

manfaat apa yang diperoleh bagi unit kerja dan/ atau

Kementerian setelah melakukan PDLN;

9) Rekomendasi, yaitu berisikan informasi mengenai saran yang

menganjurkan dan diberikan untuk kemajuan unit kerja

danjatau Kementerian setelah melakukan PDLN.

10)Lampiran laporan PDLN (daftar delegasi (rombongan)/tim

pelaksana apabila PDLNdilakukan lebih dari satu orang).
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K. Formulir/Format Surat

Formulir atau format surat yang terdapat dalam Lampiran ini adalah sebagai

berikut:

1. Matriks Perencanaan PDLN;(halaman 22);

2. Dokumen KAK;(halaman 23);

3. Pemyataan Kehilangan Akta; (halaman 25);

4. Pernyataan Perubahan Data Paspor: (halaman 26); dan

5. Dokumen Laporan PDLN;(halaman 27).

menyelenggarakan perundingarr/pertemuan tersebut, darr/atau

mendapat persetujuan dari Sekretaris Kementerian.

3. PDLNyang menggunakan pembiayaan pihak donor tetap mengikuti

persyaratan dan mekanisme dalam Peraturan Menteri ini.

4. Pelaksanaan PDLNPejabat Pimpinan TinggiMadya dan Pejabat Lain di

lingkungan Kementerian yang proses perizinannya dilakukan oleh

instansi lain dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. mendapat persetujuan dari Menteri atau Sekretaris Kementerian dan

meyampaikan salinan persetujuan tersebut kepada unit kerja yang

melaksanakan fungsi administrasi PDLN;

b. menyampaikan salinan SP Setneg kepada unit kerja yang

melaksanakan fungsi administrasi PDLN yang selanjutnya

dimasukkan ke dalam data pelaksanaan PDLNKementerian; dan

c. menyampaikan salinan laporan pelaksanaan PDLNkepada Menteri

danj atau Sekretaris Kementerian dengan ditembuskan kepada unit

kerja yang melaksanakan fungsi administrasi PDLN.
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No Waktu I Nama Kegiatan Rencana Pelaksana/ Negara Perkiraan Penanggung

i Delegasi PDlN Tujuan Anggaran Jawab Kegiatan

l 1 2 ! 3 4 I 5 I 6 7

• I I,

I
I
I

,
I! ,

I
I i; I

Unit Kerja : .

MATRIK PERENCANAAN PERJALANANDINAS LUAR NEGERI
TAHUN .

, ~~-' ... 'II .... ""~lJ ..'bIp\._T..... .III'-l·.,·. •• •

:LAMPIRAN,l~(MAT.RIKS,PERENCANAAN PDLN),_ "' •.._ .._.. __ ..... ,......M.~ "'-',-.. •••• f" •• I •
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1. Informasi Umum
1.1. Unit Kerja

1.2. Penanggung Jawab

1.3. Waktu Pelaksanaan

1.4. Referensi Perencanaan' I
2. Rincian Aktivitas

2.1. Desknpsi Rmgkas

-- --
2.2. Sasaran (Outcome)

2.3. Keluaran yang diharapkan I
2.4. lndikator dan Target Kinerta I
2.5. rnstansi/Lembaga/Unlt yang berparttsloast i
2.6. tokasi

I
3. Tahapan Aktivitas

I -: Tahapan Aktivitas
Waktu

1 2 3 I4 5 [. 6
I j .-

r I
I

I I I

! I

I

I !
I
I
I

I IL____- - ;

-- --

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGAJUflN PERJALANflN DINAS LUAR NEGERI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2019

ALAN IE.NOEnALSUOIRMAN r(AV 69 JAKAllTA 1]190
ft:.U:.I'ON (0]1) 1.191H81 IJ98]82. rA)CIMILE (021) 1)9832J. ~I1USnUp IIwww.mcnD~n,90Id

panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2 tOOKUMEN KAKl
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4. Peserta Kunjungan Kerja

No. Nama Jabatan Biaya Rill (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

S. Anggaran Sumber Dana:

No. Tahapan Aktivitas Satuan Harga I Total I Keterangan
Volume Satuan I

- I

Ir----- r--~----------"---- ------ I
I

I-- r------------. -..---- -1

I
I~- 1-----...-.----- -.-----.--....-..-....--- ..--

1--- -.-- -----_.~----.~--------
I

I 6. Lain-lain:

Mengetahul:
I Penanggung Jawab Kegiatan Yang Mengajukan/Ketua Tim

I
(Pimpinan Tertinggl Unit Terkait)

I
I (...._...........................................................) (.................................................... )I

I
") Oiisi nama dokumen perencanaan yang menjadi acuan misal: RKP!Renstra/Renja/PK/Arahan
Strategis.

t

LAMPIRAN 2 lDOKUMEN KAK)
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NIP .

Nama
10000

Jakarta, .

Yang bertanda langan.
METERAI

Dernikran Sural Pernyataan ini dibuat unluk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Dengan ini menyatakan bahwa akte lahir saya (rusak/hilang) karena ..
Bersama ini, saya lampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah terakhir saya.

No.KTP

No. KARPEG

Jabatan

NIP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

SURAT PERNYATAAN

)III.J\N JLNOEUIIL SUOIIIMIIN KIIV.69. JIIKIIRTII 12190
TELtl'ON IOllllJ9UJ81 1398JU2.fAXIMILt 102111398323.SITUShttPl/www.menp.n.go.,d

panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3 (PERNYATAAN KEHILANGAN AKTA)
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NIP " .

Nama
10000

Jakarta, ..

Yang bertanda tangan,
METERAI

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Dengan ini menyatakan bahwa untuk penulisan ..... di paspordinas agar dicantumkan

dengan ..... , dan untuk ..... di paspor dinas agar dicantumkan dengan ..... (bila ada

hal lain yang perlu perubahan lagi), sesuai dengan yang tertera pada KTP saya.

No.KTP

No. KARPEG

Jabatan

NIP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

SURAT PERNYATAAN

JAU\NJl.NUEHAl.~UOIRM"'" KAV b'J./I\J(/\HfA 12190
Illll'Ctl 40ll) 1 JYUJU 1 IJ~UJO..t /I\X,""IU: (021) 1J'ifUJ2J. SITUS htlU IIl#Vww meneeu.ec.re

pcnrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 4 (PERNYATAAN PERUBAHAN DATA PASPOR)
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.) Nama dan tanggal kegiatan sesual dengan SPSetneg

.. ) Biaya Rill per orang yang menggunakan APBN (PANRBmaupun K/L lain, datarn lOR), lihat lamplran.
'''1 Jika PDLNdilakukan oleh rombongan, maka Pembuat Laporan adalah ketua Tlm/Delegasl

( )( )

Jakarta, _ .

Pembuat laporan," "Mengetahui:
Penanggung Jawab Aktivitas

2. Rekomendasi:

F. Penutup

1. Dampak

E. Simpulan dan Saran

")
D. Pembiayaan Riil

2. Tindak lanjut

C. Hasil yang Dicapai dan Tindak lanjut

1. Hasil yang Dicapai: ..

4. Mated Kegiatan

.)
'J1. Nama Kegiatan

2. Tanggal Kegiatan :
3. Tujuan Kegiatan

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

A. Pendahuluan

LAPORAN PERJALANANDINAS LUARNEGERI

JA.ANJIoNotflA_ SUOIR"AN ~AV 09. J"KAR1A12190
t:Lt:tIOr.. ,UJ1I I jYHJHJ 1J9bj8.l I-AX.MILt(till) IJ9iUlj. Slru~ hUP/lWHY, menpan.go.ld

panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

LAMPI RAN 5 (DOKUMEN LAPORAN PDLN)
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MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

RMASI BIROKRASI

BIAYARilL (RP)
No. NAMA JABATAN

TlKET lUMP5UM
- - - --- -_
l. I

I - -
2.,

I 3.

I 4.

I 5. I

PESERTA KUNJUNGAN KERJA
KE ..•...•..........................................•
TANGGAl .

LAMPI RAN 1

- 2-

LAMPIRAN 5 CDOKUMENLAPORAN PDLN)
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